
 

 
 

 

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR 

NOMOR  6  TAHUN 2011  
 

TENTANG 
 

BANGUNAN GEDUNG 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI POLEWALI MANDAR, 

 

Menimbang :  a.  bahwa agar kegiatan pembangunan di Kabupaten Polewali 
Mandar dapat diselenggarakan secara tertib, terarah, dan 
selaras dengan tata ruang, maka setiap penyelenggaraan 
bangunan gedung harus terpenuhi persyaratan administratif 
dan teknis untuk menjamin keselamatan penghuni dan 
lingkungannya; 

 b. bahwa bangunan gedung perlu diselenggarakan secara tertib 
dan terwujud sesuai dengan fungsinya; 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan 
Daerah Kabupaten Polewali Mandar tentang Bangunan 
Gedung; 

 

Mengingat     : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun  1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 204); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4247); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang 
Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi 
Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 160); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR 

dan 

BUPATI POLEWALI MANDAR 

 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG. 

 

 

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal  1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar. 

5. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu 
dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas 
dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia 
melakukan kegiataannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan 
keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan 
khusus. 

6. Fungsi bangunan gedung adalah ketetapan pemenuhan persyaratan teknis 
bangunan gedung, baik ditinjau dari segi tata bangunan dan lingkungannya, 
maupun keandalan bangunan gedungnya. 

7. Klasifikasi Bangunan Gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung 
berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan 
teknis. 

8. Bangun-Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang tidak 
digunakan untuk kegiatan manusia, merupakan lingkungan yang tercipta oleh 
sebab kerja manusia yang berdiri di atas tanah atau bertumpu pada landasan 
dengan susunan bangunan tertentu sehingga terbentuk ruang yang terbatas 
seluruhnya atau sebagian diantaranya berfungsi sebagai dan/atau tidak 
pelengkap bangunan gedung; 

 



 

9. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam 
suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian - bagian yang distrukturkan 
secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan 
satuan - satuan yang masing - masing dapat dimiliki dan digunakan secara 
terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian 
bersama, benda bersama dan tanah bersama; 

10. Bangunan Gedung Berderet adalah Bangunan gedung yang terdiri dari lebih 
dari 2 (dua) dan paling banyak 20 (dua puluh) induk bangunan yang 
bergandengan dan/atau sepanjang 60 m (enam puluh meter); 

11. Bangunan Gedung Permanen adalah Bangunan gedung yang ditinjau dari segi 
konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 (lima belas)n tahun. 

12. Bangunan Gedung Semi Permanen adalah bangunan gedung yang ditinjau 
dari segi konstruksi dan umur Bangunan dinyatakan antara 5 tahun sampai 
dengan 15 tahun. 

13. Bangunan Gedung Sementara/Darurat adalah bangunan gedung yang ditinjau 
dari segi konstruksi dan umur Bangunan dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun. 

14. Perpetakan adalah bidang tanah yang ditetapkan batas-batasnya sebagai 
satuan- satuan yang sesuai dengan rencana kota. 

15. Kavling/persil adalah suatu perpetakan tanah, yang menurut pertimbangan 
Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk tempat mendirikan bangunan. 

16. Mendirikan Bangunan Gedung ialah pekerjaan mengadakan bangunan gedung 
seluruhnya atau sebagian baik membangun bangunan gedung baru maupun 
menambah, merubah, merehabilitasi dan/atau memperbaiki bangunan gedung 
yang ada, termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah 
yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan gedung 
tersebut. 

17. Merobohkan Bangunan Gedung ialah pekerjaan meniadakan sebagian atau 
seluruh bagian bangunan gedung ditinjau dari segi fungsi bangunan gedung 
dan/atau konstruksi. 

18. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis pada 
halaman persil Bangunan gedung yang ditarik sejajar dengan garis as jalan, as 
pagar, as jaringan listrik tegangan tinggi, tepi sungai,tepi pantai, tepi saluran, 

garis sempadan mata air, garis sempadan Approach Landing, garis sempadan 
Telekomunikasi, dan merupakan batas antara bagian kavling/persil yang boleh 
dibangun dan yang tidak boleh dibangun bangunan. 

19. Garis Sempadan Jalan yang selanjutnya disingkat GSJ adalah garis yang 
merupakan batas ruang milik jalan. 

20. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka 
prosentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar 
bangunan gedung dengan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan 
yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan 
lingkungan. 

21. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka 
prosentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung 
terhadap luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai 
sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 

22. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka 
prosentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan 
gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah 
perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan 
rencana tata bangunan dan lingkungan. 

23. Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka 
prosentase berdasarkan perbandingan antara luas tapak basement dengan 
luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai 
rencana tata ruang dan rencana bangunan dan lingkungan. 

24. Menara Telekomunikasi adalah bangun-bangunan yang berfungsi sebagai 
kelengkapan perangkat telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya 
disesuaikan dengan keperluan kelengkapan telekomunikasi. 

25. Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pembangunan yang 
meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta 
kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung. 

26. Penyelenggara Bangunan Gedung adalah pemilik bangunan gedung, penyedia 
jasa konstruksi bangunan gedung, dan pengguna bangunan gedung. 



 

27. Pengguna Bangunan Gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau 
bukan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola 
bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang 
ditetapkan. 

28. Tim Ahli Bangunan Gedung adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait 
dengan penyelenggaraan bangunan gedung untuk memberikan pertimbangan 
teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa 
penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam 
penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan gedung tertentu yang 
susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per kasus disesuaikan dengan 
kompleksitas bangunan gedung tertentu tersebut 

29. Laik Fungsi adalah suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi 
persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi 
bangunan gedung yang ditetapkan. 

30. Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah 
sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk bangunan 
gedung fungsi khusus oleh Pemerintah untuk menyatakan kelaikan fungsi 
suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis sebelum 
pemanfaatannya 

31. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta 
prasarana dan sarananya agar bangunan gedung selalu laik fungsi. 

32. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian 
bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan 
sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi. 

33. Pemugaran Bangunan Gedung Yang Dilindungi dan Dilestarikan adalah 
kegiatan memperbaiki, memulihkan kembali bangunan gedung ke bentuk 
aslinya. 

34. Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan 
bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan 
bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan 
menurut periode yang dikehendaki. 

35. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau 
sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana 
dan sarananya. 

36. Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah 
berbagai kegiatan masyarakat yang merupakan perwujudan kehendak dan 
keinginan masyarakat untuk memantau dan menjaga ketertiban, memberi 
masukan, menyampaikan pendapat dan pertimbangan, serta melakukan 
gugatan perwakilan berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan gedung. 

37. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha dan 
lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang bangunan gedung, 
termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan 
dengan penyelenggaraan bangunan gedung. 

38. Dengar Pendapat Publik adalah forum dialog yang diadakan untuk 
mendengarkan dan menampung aspirasi masyarakat baik berupa pendapat, 
pertimbangan maupun usulan dari masyarakat umum sebagai masukan untuk 
menetapkan kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah dalam 
penyelenggaraan bangunan gedung. 

39. Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan 
bangunan gedung yang diajukan oleh satu orang atau lebih yang mewakili 
kelompok dalam mengajukan gugatan untuk kepentingan mereka sendiri dan 
sekaligus mewakili pihak yang dirugikan yang memiliki kesamaan fakta atau 
dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud. 

40. Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pengaturan, 
pemberdayaan, dan pengawasan dalam rangka mewujudkan tata 
pemerintahan yang baik sehingga setiap penyelenggaraan bangunan gedung 
dapat berlangsung tertib dan tercapai keandalan bangunan gedung yang 
sesuai dengan fungsinya, serta terwujudnya kepastian hukum. 

41. Pemberdayaan adalah kegiatan untuk menumbuhkembangkan kesadaran 
akan hak, kewajiban, dan peran para penyelenggara bangunan gedung dan 
pemerintah daerah dalam penyelenggaraan bangunan gedung. 

42. Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan 
perundangundangan bidang bangunan gedung dan upaya penegakan hukum. 



 

43. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah 
Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah 
Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan 
penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. 

44. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar 
mutu nasional yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. 

 
Pasal  2 

Ruang Lingkup 
 
 

(1) Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan tentang fungsi dan klasifikasi 
bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung, tim ahli bangunan 
gedung, dan penyelenggaraan bangunan gedung. 

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengatur 
ketentuan tentang prosedur penyelesaian sengketa bangunan gedung, sanksi 
administratif, dan ketentuan pidana. 

(3) Bangunan gedung yang diatur  tidak mencakup bangunan gedung berfungsi 
khusus, yaitu tempat melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat 
kerahasiaan tinggi tingkat nasional atau yang penyelenggaraannya dapat 
membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya 
tinggi yang meliputi bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi 
pertahanan dan keamanan, dan bangunan sejenis. 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG 

Bagian Kesatu 
Fungsi Bangunan Gedung 

Pasal  3 

(1) Fungsi bangunan gedung meliputi : 

a. fungsi hunian; 

b. fungsi usaha; 

c. fungsi sosial dan budaya; dan 

d. fungsi keagamaan. 

(2) Fungsi hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : 

a. rumah tinggal tunggal; 

b. rumah tinggal deret; 

c. rumah tinggal susun; dan 

d. rumah tinggal sementara. 

(3) Fungsi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : 

a. bangunan gedung perkantoran; 

b. bangunan gedung perdagangan; 

c. bangunan gedung perindustrian; 

d. bangunan gedung perhotelan; 

e. bangunan gedung wisata dan rekreasi; 

f. bangunan gedung terminal;  

g. bangunan gedung tempat penyimpanan; dan 

h. Bangunan Gedung Usaha Lainnya.  

  


